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Abstract: Village Fund management is a crucial aspect in realizing equitable and sus-
tainable village development. However, the effectiveness of such management is largely 
determined by the level of village community participation in all stages of program plan-
ning, implementation, and evaluation. This article discusses how community participation 
can be a key foundation in Village Fund management, as well as the obstacles and strate-
gies that can be implemented to strengthen the active role of the community. The study 
results indicate that a participatory approach not only increases transparency and account-
ability but also strengthens community ownership of village development outcomes 
.  
Keywords: village funds, community participation, village development,  

 
 

Abstrak: Pengelolaan Dana Desa merupakan aspek krusial dalam upaya mewujudkan 
pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan. Namun, efektivitas pengelolaan tersebut 
sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat desa dalam seluruh tahapan 
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Artikel ini membahas bagaimana 
partisipasi masyarakat dapat menjadi fondasi utama dalam pengelolaan Dana Desa, serta 
kendala dan strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran masyarakat secara 
aktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif tidak hanya meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat ter-
hadap hasil pembangunan desa. 
 
Kata kunci: dana desa, partisipasi masyarakat, pembangunan desa 
 
 
 
 
 

PENDAHULUAN 

 

Dana Desa merupakan salah satu 
bentuk transfer anggaran dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah 
desa yang dimaksudkan untuk mem-

biayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan 

masyarakat, dan kegiatan kemasyara-

katan di desa. Sejak diberlakukannya 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Yusuf & 

Khoirunurrofik, 2022). Arah kebijakan 
pembangunan nasional mengalami 

pergeseran mendasar. Pemerintah In-
donesia secara resmi mengakui desa 



Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat  ISSN 2776-7647 (Online)  
Vol. 5 No. 1, April 2025, hlm. 330 – 334 
DOI : http://dx.doi.org/10.54314/jpstm.v5i1.3911 
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JPSTM 

 

 

331 
 

sebagai subjek pembangunan, bukan 

lagi sekadar objek kebijakan pusat. 
Salah satu implikasi terpenting dari 
UU tersebut adalah lahirnya skema 

Dana Desa, yaitu alokasi anggaran 
yang bersumber dari Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Negara (APBN) 
dan disalurkan langsung ke desa-desa 
di seluruh Indonesia. 

Kebijakan Dana Desa mulai 
diimplementasikan pada tahun 2015 

sebagai bagian dari komitmen 
pemerintahan untuk membangun In-
donesia dari pinggiran, sebagaimana 

tercantum dalam Nawa Cita. Pada ta-
hun pertama pelaksanaannya, lebih 

dari Rp20 triliun digelontorkan untuk 
mendukung pembangunan di lebih 
dari 70.000 desa. Jumlah ini mening-

kat secara signifikan pada tahun-tahun 
berikutnya, mencerminkan komitmen 

pemerintah terhadap pemerataan Pem-
bangunan (data diolah 2025) 

Tujuan utama Dana Desa bukan 

hanya untuk membangun infrastruktur 
fisik seperti jalan, jembatan, dan sani-

tasi, tetapi juga untuk meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat desa me-
lalui pemberdayaan ekonomi, pening-

katan layanan sosial dasar, serta peles-
tarian nilai-nilai lokal. Keberadaan 

Dana Desa memberikan keleluasaan 
kepada masyarakat desa untuk 
merancang dan melaksanakan pro-

gram pembangunan sesuai dengan 
kebutuhan dan potensi masing-masing 

(Dana & Dan, 2023) 
Namun demikian, pelaksanaan Da-

na Desa tidak luput dari berbagai tan-

tangan. Permasalahan klasik seperti 
minimnya kapasitas aparat desa, 

lemahnya sistem pengawasan, hingga 
potensi penyalahgunaan anggaran 
masih menjadi pekerjaan rumah yang 

harus dibenahi. Dalam beberapa ka-

sus, Dana Desa bahkan menjadi sum-
ber konflik horizontal akibat ketid-
aktransparanan dalam perencanaan 

dan pelaporan. 
Kebijakan dana desa merupa-

kan kebijakan publik dengan jenis 
pendekatan top-down (sebuah ke-
bijakan yang dibuat oleh pemerintah 

bagi masyarakat, dimana pelaksa-
naannya juga oleh pemerintah). Akan 

tetapi, pelibatan masyarakat secara 
menyeluruh dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan 

penggunaan dana tersebut masih be-
lum optimal dalam hal implementasi.   

Partisipasi Masyarakat adalah 
keikutsertaan warga sebagai individua 
tau kelompok social yang ikut ber-

peran dalam perencanaan, pengambi-
lan Keputusan dan pelaksanaan ke-

bijakan pemerintah desa. Tujuan uta-
ma dari peran serta Masyarakat adalah 
melibatkan Masyarakat dalam 

mendesain proses pengambilan Kepu-
tusan dan sebagai hasilnya mening-

katkan kepercayaan mereka sehingga 
mereka dapat menerima Keputusan 
dan menggunakan dalam system yang 

telah ada Ketika mereka menghadapi 
suatu masalah, menyalurkan suara 

Masyarakat dalam perencanaan dan 
pengambilan Keputusan guna 
meningkatkan kualitas dari 

perencanaan dan Keputusan, dan 
meningkatkan rasa kebersamaan 

(sense of community) dengan 
mengajak Masyarakat untuk mencapai 
tujuan Bersama (Majid et al., 2022). 

 
 

METODE 

 

Metode yang digunakan dalam 
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pengabdian kepada masyarakat adalah 

eksploratif yang dilakukan dengan 
empat tahapan, yaitu observasi, 
sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi 

(Saragih et al., 2025). Implemetasi 
kegiatan sosialisai atau penyuluhan 

bertujuan untuk menyampaikan 
informasi, pengetahuan, atau wawasan 
baru kepada masyarakat. (Fernanda et 

al., 2023) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Gambar 1. Penyampaian Materi 
 

Kegiatan PKM ini 
dilaksanakan di Desa Lumban 
Binanga pada tanggal 30 April 2025. 

Dilaksanakan pukul 10.00 s.d 12.00 
wib. Kegiatan dihadiri oleh Perangkat 

desa, kepala lingkungan dan tokoh 
masyarakat dengan jumlah peseta 
sebanyak 21 orang. 

Adapun susunan acara kegiatan 
yaitu, pembukaan, kata sambutan oleh 

kepala desa, penyampaian materi, 
tanya jawab, penutupan, penyerahan 
sovenir, foto bersama. 

 
 

PEMBAHASAN 

 

Desa Lumban Binanga adalah 

salah satu desa di kecamatan Lagubo-
ti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera 

Utara, Indonesia. Terdiri dari dua 
dusun Lumban Binanga dan 
Siringoringo. Mayoritas penduduk de-

sa Lumban Binanga adalah suku Toba. 

Mayoritas pencarian Masyara kat ada-
lah Bertani dan nelayan (Sianipar & 
Pinem, 2017) 

Tahap pengelolaan dana desa 
secara teknis diatur dalam Permenda 

gri No.20 Tahun 2018 yang terdiri dari  
perencanaan, pelaksanaan, pen 
atausahaan, pelaporan, dan pertangg 

ungjawaban. Tahap  perencanaan  
merupakan tahap awal dalam proses  

pengelolaan dana desa. Pada tahap  ini  
dilakukan dengan mengadakan  musr 
embang dalam penyusunan  RKP-

Desa setelah  itu  Sekretaris  desa  me-
nyusun  dan  menyampaikan  ranca 

ngan  peraturan  tentang  APBDes 
berdasarkan RKPDes.  

Dana desa terintegrasi dengan 

APBDes, maka proses perencanaan 
alokasinya dirumuskan melalui 

musrenbangdes atau musyawarah 
pengembangan desa. Musrenbangdes 
adalah tahapan awal dari perencanaan 

dana desa. Dan masyarakat harus 
terlibat dalam pengambilan keputusan 

penentuan pembangunan yang akan 
dilakukan (Aryanto, 2022) 

Untuk tahun 2024 Desa Lum-

ban Binanga mendapatkan alokasi 
sebesar Rp. 602,817,000 dan tahun 

2025 sebesar Rp. 600,042,000. Focus  
utama alokasi penggunaan dana desa 
di Lumban Binanga yaitu pertama, 

pembangunan sarana dan prasarana 
dan kedua, Pengembangan ekonomi 

lokal. 
Pembangunan sarana danprasa 

rana diimplementasikan untuk 

pembangunan jalan untuk akses yang 
lebih baik dan pembangunan balai 

desa yang di peruntukan untuk 
keperluan masyarakat di Desa 
Lumban Binanga. Kemudian pemerin 
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tah desa juga melakukan pembangu 

nan saluran irigasi untuk meningka 
tkan hasil pertanian masyarakat 
berupa padi sawah.  Untuk pengem 

bangan ekonomi lokal sektor pertani 
an dan nelayan juga mendapat atenti 

dari pemerintah desa.  
Untuk mewujudkan transpara 

nsi dana desa prinsip keterbukaan da-

lam pengelolaan keuangan desa, yang 
memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui dan mengakses informasi 
terkait penggunaan dana desa. Untuk 
mewujudkan hal ini desa Lumban 

Binanga membuat laporan keuangan 
desa tahunan dalam bentuk baliho 

yang di tempel di dinding balai desa. 
Hal ini dilakukan untuk meminimal-
isir penyalahgunaan dana desa dan 

setiap penggunaan dana dapat diawasi 
oleh Masyarakat.  

Untuk saat permasalahan yang 
dihadapi oleh pemerintah desa dalam 
proses implementasi saat ini adalah 

pembuatan laporan keuangan desa 
dan sistem perpajakan yang berlaku 

untuk dana desa.  
 
 

 
 

 
 
 

 
Gambar 2. Foto Bersama Setelah 

Kegiatan 
SIMPULAN 

 

 Pelaksanaan PKM yang dil-
aksanakan dengan tema Pengelolaan 

Dana Desa Berbasis Partisipasi 
Masyarakat Di Desa Lumban Binanga 
ini telah berhasil mencapai tujuan. 

Secara umum Masyarakat di Desa 

Lumban Binanga terlibat dan aktif 
berpartisipasi dalam proses 
perencanaan Pembangunan desa 

dengan menggunakan dana desa. 
Secara umum kegiatan ini berhasil 

meningkatkan kompentensi tentang 
partisipasi Masyarakat. Partisipasi 
Masyarakat bukan hanya pada tahap 

perencanaan tetapi masayrakat juga 
harus terlibat dalam proses 

pengawasan.  pengawasan.  
 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Ucapan terimakasih di dedikasi-
kan untuk pemerintah desa yang sudah 
menerima tim PKM dengan sangat 

baik dan seluruh tokoh masayarat dan 
peserta yang membantu sehingga 

acara berjalan dengan baik.  
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